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DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang terkait dengan
pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil perlu disesuaikan;

. bahwa untuk mclaksanakan pcnycsuaian scbagaimana huruf a di

atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 ‘T'ahun 1950 tentang Pemerintahan
Dacrah Kabupatcn dalam Lingkungan Jawa Barat (Bcrita Ncgara
Tahun 1950); '

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019);

Undang-undang Nomor S5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4, Undang ....
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tamwbahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintahi  Nomor 27 Tahun 1983  leutang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 32358);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Penduduk;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 ‘I'ahun 1991 tentang
Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Pcnduduk bagi Penduduk
Berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang
Pedoman Biaya Pelayanan Pendaltaran Penduduk;

Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang
Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam
pelaksanaan pendaftaran penduduk;

17. Keputusan ....
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang
Penvelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem informasi
Manajemen Kependudukan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daeraly,

19. Kepufusan Menteri Dalam Neger1 Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
175 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi [

Kepuiusan Meniern Dalam Negeri Nomor
iaerah;

1. tt Dalam Negeri Nomor 1192 Tahun 1998 tentang
— P 3 n g b 2
dan Jenis-denis Retribusi Daerah Tingkat | dan

ah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4
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Sipil untuk Melakukan Pcm idikan Terhadap
uran Daerah vang Memuat Ketentuan Pidana;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 9
Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah
Kahunaten Daerah ngﬂxbf 11 Cianr

ARCLRS LA Tl L E. e

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

L n \ TITAANT /Y ANT/TA\T A THOYTAWUA TV i P4 7 e A
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

RAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
PO B R . o [P SR, .S PR s R
Dalam Peraturan Daerah ini yang limaksud dengar :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

'b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Cianjur
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.. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Cianjur,

inas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Cianjur;

. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Daerah Tingkat ii Cianjur;

Bagian ‘l'ata Pemerintahan adalah Bagian ‘T'ata Pemerintahan
ctwilda Tingkat I Cianjur;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat il

Cianjur;

.Penduduk adalah sctiap orang, baik warga Ncgara Kesatuan

Republik Indonesia maupun warga negara asing vang bertempat
tinggal ieiap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah

memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan van

gQ

Kartu Tanda Penduduk vang selanjutnya disebut KTP adalah kartu

sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk baik
sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing;

u Keluarga adalah kartu yang memuat satu nama kepala

otentik vang berisi catatar 1
seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama yang dibuat dan disimpan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
dan/atau Unit Kerja vang ditunjuk dalam lingkup Kabupaten
Daerah Tingkat [T Cianjur;

o

Kutipan akta adalah catatan pokok yang dilkutip dari akta catatar
sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang
bersangkutan maupun  pihak  ketiga  mcengenai kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubabian nams;

Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan
sipil vang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Cianjur karena kutipan

akta vang asli hilang, rusak atau musnah vang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pihak vang berwenang;

n. Salinan ....
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.Salinan akta adalah surat vang diterbitkan oleh Kantor Catatan
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Sipil Kabupaten Daerah Tingkat il Cianjur mengenai sesuatu hai

vang berkaitan dengan tugas pelayanan pendaftaran penduduk;
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. Keluarga adalah sckclompok orang vang mcndiami scbagian atau

seluruh bangunan vang tinggal bersama dan makan dari satu
dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang wewpunyai
hubungan darah saja, atau seorang yang mendiami sebagian atan

seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;

. Kepala keluarga adalah :

1. Orang vang bertempat tinggal dengan orang Ilain baik
mempunyai  hubungan darah  maupun tidak, vang

bertanggungjawab dalam keluarga tersebut;

- PR — -

. Orang vang bertempat tinggal seorang

o

o

. Kepala kesatuan, asrama, rumah vatim piatu dan lain-lain
dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama,;

>
{

adalah mercka vang tercantum dalam Kartu
kex 1asvara katan meniadi fanggnng}a_wa_b
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kepala kelnarga;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa vang disediakan

. S

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atan
badan;

. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum;

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Daerah ‘lingkat 1l
Cianjur;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur atau ke tempat-
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumliah

~w. Surat ...



W.

aa.

6

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Lkredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipuii perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk meiakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan wuntuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

. Pcnyidikan tindak pidana di bidang rctribusi adalah scrangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
sclanjuinya disebut Penyidik, untuk mencari seria mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta
Catatan Sipil, dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan
Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

(1) Obyck Rctribusi mcliputi pcncctakan :

a. Kartu Tanda Penduduk ;
b. Akta Kelahiran;



c. Akta Perkawinan;

d. Akta Perceraian,;

e. Akta Ganti Nama;

f. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
g. Akta Kematian;

h. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoieh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

Pasal 4

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati

atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta

Catatan Sipil.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya
Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah berdasarkan jumlah akta
yang diterbitkan/diberikan.

BABV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIRUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan
Akta Catatan Sipil adalah didasarkan atas jenis pelayanan yang
diberikan sebagai pengganti biaya cetak, formulir dan akta, biaya jasa
pelayanan dan biaya pembinaan serta penyuluhan.

Pasal 8 ....



Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rapiah);
b. Akta Kelahiran sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiahj;

O

. Akta Perkawinan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiahj;
d. Akta Perceraian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
. Akta Ganti Nama sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp 50.000,- (lima
puluh ribu rupiahj;

. Akta Kematian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh
ribu rupiahj.

= 0

= R

e
b

DBADB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
ditetapkan SKRD atan dokumen lain
BAB Vil
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
{

1)
(2) Rctribusi dipungut dcngan mcnggunakan SKRD atau dokumcn
lain yang dipersamakan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborong.
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SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang
tcrutang yang tdak atau kurang bayar dan ditagih dcngan
menggunakan STRD.
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di
tcmpat lain yang ditunjuk scsuai waktu yang ditcntukan dcngan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua
persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin
kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang
dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan
wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai
batas waktu yang ditentukan dengan alasan vang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 15 ....
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Pasal 15
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Pembayaran rctribusi scbagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan
Daerah ini diberikan tanda bukti pembavaran.

Jeanoe,

{2} Setiap pembavaran dicatat dalam buku penerimaan.

{3} Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan
buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

1t ndonanls

i1ii, ditc Eapgaii olch lu,yala Dacrah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
p€ lJa‘TQ‘Y’QT’\

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh}) hari setalah tanggal surat
eguran/ peringatan/ %umt lain vang sejenis, wajib retribusi harms
melunasi retribusinya vang terutang.

(3) Surat teguran secbagaimana dimaksud avat (1) Pasal im
P R PP I s dronen ATAl sl e Aabyaaniaals
ikiiudargaii Gilii jJL Jat ‘V 5 [CSERERE \I in

Pasal 17
P L 1 7 S A oMUY (5 N e o h] e 1. «ﬁlak
entuk-bentuk formulir yaig uxpﬁrguﬁanau untuk pllaKsanaan

penagihan  retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 avat (1)
Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

AT VIT
L) NAdl

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18
{1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2} Tata cara pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh
Kepala Daerah.
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BAB XI11
KADALUWARSA
Pasal 19

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setalah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di
bidang rctribusi.

{2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Ditcrbitkan Surat Tcguran dan Surat Paksa atauy;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 20
Instansi pemungut untuk biaya pelayanan kependudukan dan

Catatan Sipil akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atan denda paling banyak 4 (empat) kali
jumliah retribusi yang terutang,.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 22
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Dacrah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang ....
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) Pasal
ini, adalah :

a.

S

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan bcrkcnaan dcngan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
wenjadi lengkap dan jelas;

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah tersebut;

. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah,;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah,;

. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ ayat ini;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah;

Mcmanggil orang untuk didcngar kctcrangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

. Mclakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kclancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(€

U

enyidik ....



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) Pasal ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
BARB XVII
KETENTUAN PENUTUD

Pasal 23

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peratuaran Daerah ini
scpanjang mcngcnai tcknis pclaksanaannya akan diatur Iebih lanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Dcngan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka :

1

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4

Tahun 1987 tentang Besar Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat
Kenal Mati di Kabupaten Daerah Tingkat Il Cianjur;

. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

Nomor 9 Tahun 1997 teniang Penyclenggaraan Pendafltaran
Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat Il Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TK. Il CIANJUR, CIANJUR,
Ketua,
Cap / thd. Cap / ttd.
H. EYE SUHANDA Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan ....



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Tanggal : 6 September 1999
Nomor : 974.32-977

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Cianjur

Tanggal : 7 September 1999
Nomor ¢ 18 Tahun 1999
Seri . B

SEKRPIHREN PRAYAH/ DAERAH TINGKAT II
y NANJUR,

" Pembina Tingkat |
NIP. 010 086 900



